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“but if you never try, you’ll never know” 
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ABSTRAK 

 
RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN. Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK 

Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2025 

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Ketentuan tersebut 

membatasi kewenangan BPK hanya pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 

yang dilakukan berdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi 

BUMN. Pengaturan tersebut dinilai berpotensi mengurangi peran BPK sebagai lembaga 

pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis persandingan kewenangan BPK dalam pemeriksaan 

keuangan negara berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta mengkaji politik hukum yang melatarbelakangi 

perubahan ketentuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara, serta menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dan 

lembaga terkait dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang 

digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum 

tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis 

melalui proses pengkajian, penafsiran, dan analisis terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan 

kewenangan BPK dan politik hukum perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 

membatasi kewenangan BPK hanya pada PDTT yang pelaksanaannya harus 

berdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. 

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus pembatasan 

tersebut dan mengembalikan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan 

tersebut menunjukkan adanya politik hukum yang berorientasi pada penguatan 

fungsi pengawasan keuangan negara melalui penguatan kembali kewenangan BPK 

guna mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme checks and balances 

dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 

 

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemeriksaan Keuangan Negara, Kewenangan BPK. 
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ABSTRACT 

 

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN. The Politics of Law Regarding the 

Regulation of the Supreme Audit Agency's Authority in State Financial Audits 

Following the Amendment to Article 71 of Law Number 1 of 2025. 

The amendment of Article 71 of Law Number 1 of 2025 concerning State-

Owned Enterprises (SOEs) has raised debate regarding the authority of the Audit 

Board of the Republic of Indonesia (BPK) to conduct audits of SOEs. The provision 

limited BPK’s authority to Special Purpose Audits (Pemeriksaan Dengan Tujuan 

Tertentu/PDTT), which could only be conducted upon the request of the House of 

Representatives’ committee responsible for SOEs. This arrangement was 

considered to potentially diminish the role of BPK as an independent and 

autonomous state financial audit institution as mandated by the 1945 Constitution 

of the Republic of Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the comparison 

of BPK’s authority in state financial audits under Article 71 of Law Number 1 of 

2025 and Law Number 16 of 2025, as well as to examine the legal politics 

underlying the amendment of the provision. This research is expected to contribute 

to the development of legal scholarship, particularly in the fields of constitutional 

and administrative law, while also providing recommendations for legislators and 

relevant institutions in strengthening the state financial oversight system. 

This study employs normative legal research using statutory and conceptual 

approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal 

sources obtained through library research. These legal materials were analyzed 

qualitatively using a descriptive-analytical method through the processes of 

examination, interpretation, and analysis of legislation, legal doctrines, and 

relevant legal literature concerning BPK’s authority and the legal politics behind 

the amendment of Article 71 of the SOE Law. 

The results show that Law Number 1 of 2025 restricted BPK’s authority solely 

to Special Purpose Audits, which could only be carried out upon the request of the 

parliamentary committee responsible for SOEs. In contrast, Law Number 16 of 

2025 removed these restrictions and restored BPK’s authority to audit SOEs in 

accordance with prevailing laws and regulations. This amendment reflects a legal 

policy aimed at strengthening the state financial oversight system by reaffirming 

BPK’s authority to promote accountability, transparency, and checks and balances 

in the management of separated state assets. 

 

Keywords: Legal Politics, State Financial Audits, BPK Authority. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang diberikan 

kewenangan secara konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada 

pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 

lembaga ini mempunyai wewenang dalam pemeriksaan pengaturan serta tanggung 

jawab keuangan negara yang independen serta tanpa intervensi kalangan lain.1 

Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, BPK berperan melaksanakan pengawasan 

guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta 

terhindar dari penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi.  

BPK tidak hanya bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, 

tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan 

pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengawasan terhadap keuangan negara tidak 

semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif, melainkan juga 

sebagai instrumental vital untuk menjaga integritas tata kelola negara. Dalam 

menjalankan tugasnya, BPK memiliki tanggung jawab menjamin setiap penggunaan 

dana negara berjalan selaras atas prinsip efisiensi, efektivitas, serta taat pada peraturan 

undang-undang yang berlaku.2 Kewenangan ini mencakup seluruh entitas yang 

menggunakan, mengelola, dan bertanggung jawab atas keuangan negara seperti Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN).3 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan yang strategis 

dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai instrumen 

negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BUMN tidak 

 
1 Undang-Undang Dasar 1945. 
2 BPK, “BPK Berperan Dalam Mendorong Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Negara,” 2018, https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-

transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah. Daikses pada 2 April 2025. 
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. 
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semata-mata dibentuk untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjalankan 

fungsi sebagai agen pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan 

pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, 

serta pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui BUMN, pemerintah 

berupaya mencapai keseimbangan antara tujuan sosial dan ekonomi sehingga 

pertumbuhan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan 

hanya bagi sebagian kecil saja. 

Dalam menjalankan fungsi tersebut, sebagian besar BUMN memperoleh 

penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, 

sehingga pengelolaannya tetap berkaitan dengan kepentingan negara meskipun 

berbentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas komersial. Kedudukan 

BUMN memiliki arti strategis dalam pengelolaan cabang-cabang produksi 

yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga penguasaannya 

tetap berada dalam kontrol negara guna menjamin pemanfaatannya bagi 

sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Keberadaan BUMN diharapkan mampu 

menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan fungsi pelayanan publik 

secara berkelanjutan. 

Sejalan dengan peran strategis BUMN tersebut, pengelolaannya 

menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai upaya untuk 

meningkatkan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance). Pengelolaan BUMN menuntut adanya prinsip 

akuntabilitas agar setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh 

pengelola dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. 

Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa BUMN dikelola sesuai 

dengan tujuan pendiriannya yakni tidak hanya mengejar keuntungan, namun 

juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan masyarakat 

luas.4 Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, pengelolaan BUMN diharapkan 

 
4 Diah Arsita Jati, Agustinus Nugroho,. Widjajan Gunawan,. Yustanti, “Prinsip Tata Kelola 

Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan” 1, no. 9 (2025). hlm 426. 
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berjalan secara profesional, efisien, dan terhindar dari praktik penyimpangan 

yang dapat merugikan negara. 

Selain akuntabilitas, prinsip transparansi juga menjadi unsur penting 

dalam pengelolaan BUMN. Transparansi menuntut adanya keterbukaan 

informasi, khususnya terkait kinerja, keuangan, dan pengambilan keputusan, 

sehingga dapat diakses dan diawasi oleh publik.5 Keterbukaan ini berfungsi 

untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Adanya 

transparansi yang optimal, BUMN diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan 

menjaga legitimasi sebagai badan usaha milik negara yang berpusat pada 

kepentingan umum. 

Pengawasan diperlukan untuk memastikan tujuan pengelolaan BUMN 

yang akuntabel dan transparan tersebut dapat tercapai secara nyata. Melalui 

mekanisme pengawasan yang efektif, kinerja dan kebijakan BUMN dapat 

dikendalikan agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta 

tujuan pembangunan nasional. Pengawasan juga berperan sebagai alat 

pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, serta perbuatan 

korupsi yang bisa menyebabkan kerugian keuangan negara. BUMN diharapkan 

mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai badan usaha sekaligus 

agen pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia 

mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan tata kelola 

perusahaan negara dan kebijakan ekonomi nasional. Sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, 

pengaturan BUMN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan 

BUMN.  

Salah satu perubahan yang memperoleh perhatian adalah pengaturan 

dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berpotensi 

 
5 Jati, Agustinus Nugroho,. Widjajan Gunawan,. Yustanti. hlm 429. 
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membatasi kekuasaan BPK pada saat menjalankan tugas pemeriksaan 

keuangan BUMN. Perubahan Undang-Undang ini mengubah makna dan 

cakupan keuangan BUMN, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada 

terbatasnya akses BPK dalam melakukan pemeriksaan. Padahal sebagian besar 

BUMN tetap menerima modal, jaminan, dan akses fiskal lainnya dari negara.  

Berikut bunyi pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025: 

(1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh 

akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan 

oleh Menteri untuk Perum. 

(2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang 

membidangi BUMN. 

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Tidak lama setelah diberlakukan, ketentuan tersebut kembali mengalami 

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menghapus 

pembatasan tersebut dan menegaskan kembali bahwa BPK berwenang 

melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berikut bunyi pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2025 tentang BUMN: 

(1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh 

akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan 

oleh kepala BP BUMN untuk Perum. 

(2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap 

BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Perubahan ketentuan Pasal 71 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2025 membawa implikasi positif terhadap penguatan sistem pengawasan 
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BUMN, khususnya melalui penegasan pemeriksaan terhadap BUMN oleh 

kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Penguatan peran BPK selaku 

lembaga negara yang independen diharapkan dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Dalam kerangka 

checks and balances, keterlibatan BPK berfungsi sebagai mekanisme kontrol 

eksternal terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.  

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang 

kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 

menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan hukum (legal policy) dalam 

pengaturan sistem pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Dinamika 

perubahan tersebut menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif politik 

hukum karena politik hukum tidak hanya mempelajari isi suatu peraturan 

perundang-undangan, melainkan juga menelaah latar belakang, tujuan, arah 

kebijakan, serta pertimbangan yuridis, dan sosiologis yang melandasi 

pembentukan maupun perubahan suatu norma hukum. Penelitian ini diarahkan 

untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum yang melatarbelakangi 

pembatasan dan penguatan kembali kewenangan BPK dalam pemeriksaan 

BUMN. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Politik Hukum 

Pengaturan Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara 

Pasca Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025” menjadi 

relevan dan penting untuk dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Persandingan Kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan 

negara BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025?  

2. Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025? 
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C. Tujuan Masalah 

1. Untuk menjelaskan Persandingan Kewenangan BPK dalam pemeriksaan 

keuangan negara BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 

2. Untuk menjelaskan Politik Hukum Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengembangan kajian 

yang berkaitan dengan objek penelitian ilmu hukum, terutama dalam 

kajian hukum tata negara serta hukum administrasi negara terkait 

pengelolaan BUMN. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai 

konsep politik hukum dalam perubahan peraturan perundang-undangan, 

terutama yang berhubungan pengaturan pengawasan BUMN. Di samping 

itu, penelitian ini juga bisa dibuat sebagai rujukan akademis dalam 

memahami keterkaitan antara kebijakan hukum, dan sistem pengawasan 

terhadap pengelolaan kekayaan negara.  

2. Manfaat Praktis 

Dari sisi praktis, penelitian ini ditujukan mampu memperkaya 

pemahaman dan gambaran untuk pembentuk undang-undang serta 

pemangku kepentingan terkait mengenai implikasi perubahan Pasal 71 

Undang-Undang BUMN terhadap pengawasan BUMN. Penelitian ini juga 

bisa dijadikan sebagai dasar pandangan untuk badan pengawas, khususnya 

Badan Pemeriksa Keuangan saat menjalankan fungsi pengawasan atas 

BUMN secara efektif dan akuntabel. Selain itu, temuan dalam penelitian 

ini ditujukan mampu memperkaya pandangan dan pemahaman untuk 

praktisi hukum maupun masyarakat luas terkait pentingnya penguatan 

sistem checks and balances dalam pengelolaan BUMN. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat mendorong terciptanya pengelolaan BUMN yang lebih 

transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. 
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E. Kerangka Teori 

1. Politik Hukum 

Teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD 

menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan 

bagian integral dari politik. Politik hukum adalah proses pembentukan, 

pelaksanaan, dan penafsiran hukum yang tidak dapat dilepaskan dari 

kekuasaan politik dan dinamika kepentingan masyarakat.6 Mahfud MD 

mengungkapkan bahwa politik hukum berperan sebagai wahana untuk 

mengatur kekuasaan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh 

karena itu, teori ini mengkaji bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks 

politik dan bagaimana hukum dapat menjadi alat dalam mencapai tujuan 

politik tertentu.  

Dalam teori politik hukum menurut Mahfud MD, hukum dibentuk 

dan diterapkan dalam kerangka kekuasaan politik yang selalu berubah 

sesuai dengan kepentingan yang dominan. Politik hukum juga melihat 

hubungan simbiotik antara hukum dan politik dimana keduanya saling 

mempengaruhi dan membatasi. Mahfud MD menekankan bahwa dalam 

praktiknya, hukum sering kali menjadi arena perjuangan politik dan 

pemegang kekuasaan dapat menggunakan hukum untuk mengukuhkan 

posisinya. Dengan demikian, pemahaman terhadap politik hukum sangat 

krusial dalam menganalisis konflik norma hukum yang muncul akibat 

bertubrukan kepentingan politik dan aturan hukum. 

2. Teori Kewenangan 

Philipus M. Hadjon memandang kewenangan sebagai suatu konsep 

hukum yang berkaitan dengan kemampuan atau hak yang diberikan 

kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan tertentu 

dalam kerangka hukum7. Ia menyamakan istilah kewenangan dengan 

 
6 Rishan. Iul Mochtar. Zainal A., “Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam 

Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia,” 2025, hlm. 233–236. 
7 Kadar Et Al Pamuji, “Buku Ajar Hukum Administrasi Negara,” Universitas Jenderal 

Sudirman, 2020, 2–5. Hlm. 70 
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"bevoegdheid" dalam hukum Belanda, namun menegaskan bahwa 

kewenangan selalu terkait dengan hukum publik. Dasar kewenangan harus 

jelas dan minimal diatur dalam undang-undang agar legitimasi tindakan 

penguasa bersifat demokratis dan terukur. Kewenangan bukan hanya hak, 

tetapi juga harus disertai tanggung jawab dan batasan yang tegas. 

Kewenangan harus dipahami sebagai alat pengatur hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat yang harus berlandaskan norma hukum yang 

jelas.  

Hadjon menguraikan tiga sumber utama kewenangan, yaitu atribusi, 

delegasi, dan mandat.8 Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang 

diberikan langsung oleh undang-undang kepada lembaga negara, seperti 

BPK yang kewenangannya berasal dari UUD 1945 dan undang-undang 

terkait. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu lembaga kepada 

lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana 

tanggung jawab berpindah kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat 

adalah pelimpahan kewenangan dalam hubungan atasan-bawahan yang 

bersifat rutin, di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. 

Teori kewenangan Philipus M. Hadjon digunakan untuk 

menganalisis dasar kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap BUMN. Kewenangan BPK merupakan kewenangan atribusi 

karena diberikan secara langsung oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan. Oleh karena itu, perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2025 yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan BPK terhadap 

BUMN menjadi isu penting untuk dikaji, karena berpotensi memengaruhi 

pelaksanaan kewenangan atribusi yang telah diberikan oleh konstitusi. 

Selanjutnya, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 

yang menghapus pembatasan tersebut menunjukkan adanya perubahan 

 
8 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. hlm. 2 
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kebijakan hukum (legal policy) dalam mengatur pelaksanaan kewenangan 

BPK. Teori ini menjadi relevan karena kewenangan BPK dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap BUMN merupakan kewenangan yang 

bersifat atributif sebagaimana diatur dalam konstitusi, namun mengalami 

dinamika perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. 

3. Konsep Pengawasan Keuangan Negara 

Pada dasarnya, pengawasan dapat dipahami sebagai rangkaian upaya 

dan langkah yang digunakan untuk melindungi supaya suatu tindakan 

berlangsung selaras pada tujuan serta konsep yang sudah ditentukan 

sebelumnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam proses 

pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, 

keuangan negara memiliki definisi: 

"Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta 

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut".9 

Berdasarkan uraian diatas, pengawasan keuangan negara dapat 

disimpulkan sebagai proses usaha serta aksi yang dilaksanakan untuk 

memastikan seluruh hak serta tugas negara yang bernilai materi, serta 

pengelolaan kekayaan negara, dilakukan selaras pada tujuan, perencanaan, 

serta ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga terhindar dari 

penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. 

Pada pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara kerap belum 

sepenuhnya berjalan sebagaimana kondisi ideal yang seharusnya 

diwujudkan.10 Padahal, Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 menyebutkan pengelolaan keuangan negara wajib dilaksanakan 

dengan teratur dan sesuai ketentuan, patuh kepada peraturan perundang-

 
9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 
10 Adam Setiawan, “Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara” 49, 

no. 2 (2019). hlm 269, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2002. 
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undangan, serta mengedepankan prinsip ketepatan, ekonomis, dan 

efektivitas. Selain itu, pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara 

terbuka serta bisa dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan. 

Selanjutnya, guna menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang baik, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan 

kompeten mengutamakan asas transparansi serta akuntabilitas. Asas-asas 

harus diterapkan secara berkesinambungan berdasarkan ketentuan aturan 

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sehingga pengelolaan keuangan negara bukan hanya mencakup segi 

legalitas, selain itu juga menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang berorientasi pada kepentingan publik. 

4. Konsep Pemeriksaan Keuangan Negara 

Pemeriksaan pada dasarnya adalah serangkaian tugas yang 

dilaksanakan dengan independen, tidak memihak, serta kompeten sesuai 

dengan kriteria pemeriksaan yang relevan. Tugas-tugas ini meliputi 

deteksi masalah, analisis, dan evaluasi. Proses tersebut dilakukan guna 

mengukur tingkat kesesuaian, ketelitian, kepercayaan, serta konsistensi 

informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara berada dalam lingkup pemerintah sebagai penyelenggara 

pemerintahan negara. Sehingga setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan 

negara wajib bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme 

pemeriksaan guna menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. 

Pengelolaan keuangan negara mesti dilakukan secara teratur dengan 

berpedoman pada ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga 

tujuan pelaksanaan negara dapat diwujudkan secara optimal. Guna 

mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan terarah, diperlukan 



11 
 

 
 

mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan.11 

Pada ketatanegaraan Indonesia, pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti diamanatkan pada Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui fungsi tersebut, 

BPK memiliki peran untuk menjamin pengelolaan keuangan negara 

diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta 

selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Pemeriksaan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

terhadap informasi keuangan bermaksud menilai tingkat kelaziman data 

keuangan yang tercantum pada laporan keuangan tersebut.12 BPK tidak 

hanya bertugas memeriksa laporan keuangan, tetapi juga memastikan 

bahwa penyusunan laporan tersebut telah sesuai dengan standar yang 

berlaku dan mampu menggambarkan kondisi keuangan secara objektif dan 

wajar. Dalam menjalankan kewenangannya, BPK melaksanakan 

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, hasilnya dijabarkan 

terhadap DPR, DPD, dan DPRD selaras pada otoritas masing-masing 

sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas 

pengelolaan keuangan negara serta daerah. 

Guna memastikan pengelolaan dana masyarakat yang jumlahnya 

besar berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat, diperlukan penguatan dalam pengaturan pelaksanaan dan 

sistem pemeriksaan yang lebih nyata dan menyeluruh. Pemeriksaan tidak 

cukup hanya fokus pada pemeriksaan keuangan dan kepatuhan seperti cara 

biasa, tetapi harus berkembang menjadi pemeriksaan yang mengevaluasi 

 
11 Cahyo Anggoro, “Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan 

Usaha Milik Negara,” Varia Justicia 14, no. 1 (2018), 

https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044. hlm 40-41. 
12 Mieke Rayu Raba, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan 

Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik 

Menurut UU No. 15 Tahun 2006,” Lex Crimen VI, no. 3 (2017). hlm 152. 
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kualitas pengelolaan dana tersebut. Pendekatan ini mencakup penilaian 

terhadap aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan 

dana, serta memastikan adanya akuntabilitas dan fokus pada kepentingan 

masyarakat sebagai tujuan utama pengelolaan keuangan negara. 

Pemeriksaan dapat dipahami sebagai bagian penting dari fungsi 

pengawasan yang diarahkan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan 

kegiatan di lapangan dengan ketentuan, rencana, dan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan tidak semata-mata diarahkan pada 

pencapaian hasil akhir, melainkan juga menitikberatkan pada bagaimana 

proses pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan. Melalui pemeriksaan, 

dapat diidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan, kendala, maupun 

kelemahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, 

pemeriksaan berperan sebagai sarana evaluatif yang berguna untuk 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan ke depan agar berjalan lebih tertib, 

efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

 

F. Penelitian Yang Relevan 

 

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 

No. 
Penulis dan 

Judul 

Metode Penelitian dan 

Hasil Penelitian 

Perbedaan dan 

Persamaan 

1.  

Adam 

Setiawan 

(2019). 

Eksistensi 

Lembaga 

Pengawasan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Negara 

- Jenis penelitian 

normatif 

- Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

lembaga pengawasan 

keuangan negara 

berkedudukan penting 

untuk melindungi 

pengelolaan keuangan 

negara dilaksanakan 

dengan transparan serta 

bisa dipertanggungjawab

kan. Melalui fungsi 

Persamaannya yaitu 

terletak pada fokus kajian 

terkait pengawasan 

pengelolaan keuangan 

negara serta pentingnya 

fungsi Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) selaku 

entitas pengawas yang 

mandiri. Keduanya sama-

sama menekankan bahwa 

pengawasan merupakan 

instrumen penting dalam 

upaya menciptakan 
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pengawasan, potensi 

penyimpangan dan 

penyalahgunaan 

kewenangan dapat 

dicegah. Penguatan 

kewenangan serta 

independensi lembaga 

pengawasan menjadi 

faktor utama agar tujuan 

pengelolaan keuangan 

negara dapat tercapai 

secara optimal. 

pengelolaan keuangan 

negara yang menjunjung 

transparansi, akuntabilitas, 

serta sebagai bagian dari 

mekanisme checks and 

balances. 

Perbedaan utama terletak 

pada ruang lingkup dan 

fokus kajian penelitian. 

Jurnal tersebut membahas 

pengawasan keuangan 

negara secara umum 

dengan menitikberatkan 

pada eksistensi dan peran 

lembaga pengawasan pada 

sistem ketatanegaraan. 

Sementara itu, skripsi ini 

secara khusus mengkaji 

perubahan Pasal 71 

Undang-Undang BUMN 

dalam perspektif politik 

hukum serta implikasinya 

terhadap pengawasan 

BUMN. 

2.  
Kardela, dkk. 

(2020). Peran 

BPK sebagai 

Lembaga 

pengawasan 

eksternal 

pengelolaan 

keuangan 

negara.  

- Jenis penelitian 

normatif 

- Hasil penelitian 

menunjukkan BPK 

melaksanakan tugas 

pengawasan secara 

menekan dari eksternal, 

memainkan peran 

penting untuk 

menemukan serta 

memperkecil semua 

kesalahan dalam sistem 

pengelolaan keuangan 

negara. 

Persamaannya yaitu 

menekankan pentingnya 

pengawasan atas 

pengaturan keuangan 

negara untuk menjaga 

transparansi dan 

mengurangi potensi 

penyalahgunaan keuangan 

negara.  

Perbedaannya jurnal ini 

fokus pada peran dan 

kinerja BPK secara umum, 

tanpa mengaitkan pada 

perubahan norma undang-

undang tertentu. Tidak 

membahas politik hukum 
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perubahan pasal 

(khususnya Pasal 71 UU 

BUMN), melainkan lebih 

pada fungsi BPK dalam 

praktik pemeriksaan. 

 

3.  
Amalyh, dkk. 

(2025). Peran 

BPK sebagai 

Lembaga 

negara dalam 

meningkatkan 

akuntabilitas 

keuangan di 

Indonesia  

- Jenis penelitian 

normatif 

- Temuan penelitian ini  

mengidentifikasikan  

bahwa BPK  

bertanggung jawab 

untuk memastikan tata 

kelola keuangan 

negara, transparansi, 

dan akuntabilitas. 

Sebagai lembaga yang 

independen, BPK 

memiliki tanggung 

jawab terhadap 

pemeriksaan keuangan 

yang meliputi 

pemerintah pusat, 

lembaga daerah dan 

negara yang mengelola 

keuangan negara. BPK 

menjamin manajemen 

anggaran mematuhi 

persyaratan dengan 

sejumlah undang-

undang yang relevan 

guna mencegah 

penyalahgunaan.  

Persamaannya yaitu sama-

sama mengakui bahwa 

BPK sebagai alat vital 

untuk menjaga transparansi 

dan akuntabilitas serta 

dapat memperkuat praktik 

good governance melalui 

kontrol anggaran.  

Perbedaannya jurnal ini 

menitikberatkan pada 

sumber kewenangan, 

mekanisme, dan bentuk 

pengawasan BPK secara 

normatif dan umum. Tidak 

mengkaji implikasi 

perubahan regulasi baru 

terhadap objek 

pengawasan tertentu 

seperti BUMN. 

 

4. 
Rasji, dkk. 

(2025). 

Perubahan 

Regulasi 

Pengelolaan 

Keuangan 

BUMN 

- Jenis penelitian 

normatif 

- Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

beberapa perubahan 

dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2025, 

Persamaan dengan 

penelitian yang penulis 

lakukan, yaitu sama-sama 

mengkaji perubahan 

pengaturan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 

2025 tentang BUMN 
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Menurut 

Undang-

Undang No. 1 

Tahun 2025 

Tentang Badan 

Usaha Milik 

Negara: 

Tinjauan 

Filosofis 

hukum 

seperti penghapusan 

frasa "kekayaan negara 

yang dipisahkan", 

perubahan status 

pengelola BUMN yang 

bukan lagi 

dikategorikan sebagai 

penyelenggara negara, 

serta pembatasan 

kewenangan Badan 

Pemeriksa Keuangan 

(BPK) yang hanya 

dapat melakukan 

pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu atas 

permintaan Dewan 

Perwakilan Rakyat, 

berpotensi 

menimbulkan 

ketidakpastian hukum, 

melemahkan 

transparansi,  

akuntabilitas 

pengelolaan BUMN, 

serta mengurangi 

efektivitas pengawasan 

terhadap keuangan 

negara.  

terhadap pengawasan dan 

akuntabilitas pengelolaan 

BUMN, khususnya terkait 

kewenangan Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

Perbedaannya penelitian 

tersebut mengkaji 

implikasi perubahan 

regulasi pengelolaan 

keuangan BUMN 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 

2025 dalam perspektif 

filsafat hukum, sedangkan 

penelitian ini secara 

khusus menganalisis 

politik hukum Pasal 71 

mengenai kewenangan 

Badan pemeriksaan 

keuangan pada 

pemeriksaan BUMN. 

5. 
Asri Putri, T., 

& Herning 

Sitabuana, T. 

(2022). 

Pengawasan 

pengelolaan 

keuangan 

negara 

terhadap 

Badan Usaha 

- Jenis penelitian yuridis-

normatif 

- Hasil dari penelitian ini 

terdapat 

disharmonisasi antara 

berbagai undang-

undang terkait 

pengawasan keaungan 

BUMN, terustama UU 

BUMN, UU Keuangan 

Negara, dan UU BPK. 

Persamaannya yaitu sama-

sama membahas relasi 

antara BPK dan BUMN 

dalam konteks 

pengawasan keuangan 

negara. 

Perbedaannya yaitu 

penelitian terdahulu 

menganalisis posisi hukum 

BUMN sebagai entitas 

privat namun tunduk pada 
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Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2026 

 

Berdasarkan beberapa hasil studi terdahulu yang sudah dicantumkan di 

atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa isu kewenangan BPK telah menjadi 

perhatian banyak pihak. Namun belum ada kajian yang secara khusus 

membahas Perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN dalam Perspektif 

Politik Hukum. Oleh karena itu, penulis pada penelitian ini akan mengkaji 

tentang Politik Hukum Perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN. Adanya 

perbedaan antara penelitian ini dengan sejumlah penelitian sebelumnya 

menjadikan penelitian ini memiliki karakteristik dan fokus kajian tersendiri, 

sehingga penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian terdahulu dan juga 

penelitian ini mempunyai kebaharuan tersendiri. 

 

Milik Negara 

(BUMN).  

MK menegaskan 

bahwa kekayaan 

negara yang 

dipisahkan di BUMN 

tetap merupakan 

bagian dari keuangan 

negara negara berada 

dalam cakupan 

pemeriksaan BPK, 

namun mengikuti 

paradigma business 

judgement rule bukan 

government judgement 

rule. Walaupun 

BUMN tunduk pada 

UU Perseroan Terbatas 

sebagai entitas privat, 

pengawasan BPK tetap 

sah sepanjang ada 

kekayaan negara dalam 

bentuk penyertaan 

modal 

pengawasaan publik. 

Sedangkan penelitian ini 

fokus pada politik hukum 

kewenangan BPK dalam 

memeriksa BUMN. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang menitikberatkan terhadap telaah penerapan norma atau 

aturan dalam hukum positif. Pada kajian ilmu hukum, penelitian hukum 

normatif juga dikatakan sebagai penelitian doktrinal, merupakan analisis 

yang melibatkan rangkaian penelitian untuk mempelajari dan menganalisis 

hukum sebagai norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, serta 

literatur lainnya untuk untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian 

hukum normatif merupakan metode penelitian yang diarahkan menganalisis 

ketentuan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan 

dengan suatu permasalahan hukum tertentu. Acuan dari penelitian hukum 

normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang telah berlaku 

di masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Penelitian hukum normatif 

dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada perubahan 

pengaturan perundang-undangan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penulisan ini digunakan untuk memperoleh 

pemahaman komprehensif atas masalah hukum yang dikaji, yaitu: 

a. Pendekatan Politik Hukum 

Politik hukum adalah tujuan kebijakan yang diterapkan dalam 

pembentukan maupun pelaksanaan hukum yang dirumuskan dan 

dijalankan oleh pemegang kekuasaan negara dalam menentukan sistem 

hukum yang diberlakukan, sekaligus menetapkan arah dan tujuan 

pengembangan hukum di masa mendatang. Pendekatan politik hukum 

digunakan untuk mengkaji arah kebijakan pembentuk undang-undang 

dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan pengawasan BUMN. 

Pendekatan politik hukum dilakukan guna mengetahui latar belakang, 

tujuan, serta kepentingan hukum yang melandasi perubahan Pasal 71 

Undang-Undang BUMN, khususnya dalam kaitannya dengan 

penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan 
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pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis normatif 

semata, tetapi juga menelaah relasi antara hukum dan kebijakan negara. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual adalah metode pada penelitian hukum 

dengan menganalisis permasalahan dengan berlandaskan pada konsep-

konsep hukum yang berfungsi sebagai dasar pembentukannya serta 

nilai-nilai yang termuat pada norma hukum.13 Pendekatan ini dilandasi 

pada pemikiran serta doktrin yang tumbuh pada ilmu hukum guna 

memahami substansi dan makna yang terkandung di balik suatu 

ketentuan hukum. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat 

menganalisis hubungan antara norma dalam peraturan perundang-

undangan dengan konsep maupun asas hukum yang memiliki 

keterkaitan. Sementara itu, doktrin dan pandangan tersebut berfungsi 

memperjelas gagasan hukum dengan menyajikan definisi, prinsip, dan 

kerangka berpikir yang sesuai. 

c. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekataan yang 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan 

yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.14 

Penerapan pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti 

untuk mengkaji tingkat konsistensi serta kesesuaian antarperaturan 

perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan hukum. 

Pendekatan ini umumnya digunakan untuk mengkaji regulasi yang 

dalam proses pembentukannya masih mengandung kelemahan atau 

ketidaksempurnaan15.  

 
13 Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014). hlm 133-134. 
14 Bintang, Adi Putra et al., “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif 

Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis,” Kajian Ilmiah Multidisipliner 10, no. 4 

(2026). hlm 100. 
15 Saiful Anam, dkk. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam 

Penelitian Hukum”. https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-

dalam-penelitian-hukum/. Diakses 8 Juli 2026 

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
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Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan untuk mengkaji 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

objek penelitian, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-

Undang tentang BUMN beserta perubahannya. Pendekatan ini 

digunakan guna melihat ketetapan, kesesuaian, serta implikasi 

perubahan norma hukum terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan 

BUMN. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Adapun kedua bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang 

mempunyai ketetapan hukum mengikat. Adapun yang termasuk ke 

dalam bahan hukum primer meliputi: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan 

4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik 

Negara 

5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik 

Negara 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder berfungsi menguraikan informasi maupun 

keterangan kepada bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang 

termasuk dalam kategori ini meliputi jurnal ilmiah hukum, artikel 

hukum, berita hukum, buku literatur, kamus hukum, skripsi/tesis, dan 

lain sebagainya. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui 

metode studi kepustakaan yang meliputi penelusuran, pengumpulan, dan 

pemeriksaan berbagai dokumen hukum yang terkait dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan, 

maupun pendapat para ahli sebagai sumber utama dalam menjawab 

permasalahan penelitian.  

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan penelusuran terhadap 

bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Selanjutnya, penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk 

memberikan penjelasan, interpretasi, serta memperkuat argumentasi 

terhadap bahan hukum primer yang menjadi objek kajian. Seluruh bahan 

hukum yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya 

dengan rumusan masalah penelitian. Setelah melalui proses seleksi, bahan 

hukum diklasifikasikan menurut pokok bahasan untuk memudahkan penulis 

dalam menyusun kerangka analisis secara sistematis sehingga setiap bahan 

hukum yang digunakan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. 

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami 

konstruksi hukum yang berlaku serta dinamika perubahan kebijakan hukum 

yang terjadi. Melalui analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen 

hukum, peneliti dapat mengidentifikasi keterkaitan antar norma, 

menemukan permasalahan hukum yang muncul, serta merumuskan 

argumentasi hukum secara logis dan terstruktur. Oleh karena itu, studi 

pustaka tidak semata-mata digunakan sebagai metode pengumpulan data, 

melainkan juga menjadi landasan dalam penyusunan kerangka analisis serta 

proses penarikan kesimpulan pada penelitian ini. 

5. Teknis Analisa Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif, yakni melalui proses penguraian, penafsiran, serta pemahaman 
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terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan secara mendalam 

berdasarkan kualitas dan substansi normanya.16 Analisis kualitatif 

digunakan untuk mengkaji makna, tujuan, serta implikasi dari ketentuan 

hukum yang menjadi objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan 

perubahan Pasal 71 Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara 

dalam perspektif politik hukum. 

Dalam analisis kualitatif ini, peneliti juga melakukan pengkajian 

secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan kondisi hukum yang 

berlaku serta disertai analisis kritis terhadap norma hukum selaku bahan 

penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami arah 

kebijakan hukum pembentuk undang-undang, menilai tujuan yang ingin 

dicapai, serta mengkaji implikasi yuridis dari perubahan pengaturan yang 

diteliti. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk 

uraian argumentatif untuk menjawab rumusan masalah dan menarik 

kesimpulan penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi secara 

teratur ke dalam lima bab utama guna menghasilkan pembahasan yang runtut 

dan mudah dipahami. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup deskripsi 

umum mengenai latar belakang serta dasar dilaksanakannya penelitian. Pada 

bagian ini diuraikan berbagai unsur pokok penelitian, memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, 

penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan yang digunakan 

sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini. 

Bab II memuat pembahasan mengenai kerangka teori yang dijadikan 

dasar konseptual dalam penelitian ini. Pada bab tersebut dijelaskan berbagai 

teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian, meliputi teori 

politik hukum, pengawasan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan 

 
16 Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, “Lensa 

Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum” no. 24, Desember 

(2022). hlm 293. 
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negara. Teori politik hukum digunakan untuk mengkaji arah kebijakan hukum 

yang mendasari perubahan pengaturan Pasal 71 dalam peraturan perundang-

undangan terkait. Adapun konsep pengawasan keuangan negara dan 

pemeriksaan keuangan negara digunakan untuk menganalisis kedudukan 

beserta kewenangan BPK dalam sistem pengelolaan keuangan negara. 

Bab III berisi hasil penelitian yang menguraikan jawaban atas 

permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian. 

Fokus pembahasan pada bab ini diarahkan pada persandingan kewenangan 

BPK pada pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan Pasal 71 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2025. Dalam bab ini dilakukan penguraian mengenai persamaan dan perbedaan 

pengaturan kewenangan BPK yang terkandung pada kedua undang-undang 

tersebut.  

Bab IV berisi pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang 

sudah didapatkan pada analisis bab sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini 

difokuskan pada politik hukum perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Pada bab ini 

dijelaskan mengenai latar belakang perubahan norma, tujuan perubahan 

pengaturan, serta pertimbangan hukum yang mendasari perubahan 

kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Pembahasan pada bab 

ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai arah politik hukum 

pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan terhadap Pasal 71. 

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta rekomendasi 

atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan disusun atas 

jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, kebaruan dari penelitian ini, dan kekurangan dari 

penelitian ini. Selanjutnya, diberikan rekomendasi yang ditujukan kepada 

pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya 

memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga mampu memberikan 

manfaat secara praktis bagi perkembangan hukum serta tata kelola keuangan 

negara di Indonesia. 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perolehan penelitian yang telah dilaksanakan, bisa 

disimpulkan bahwa persandingan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) pada pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 

menunjukkan adanya perbedaan mendasar terhadap ruang lingkup 

kewenangan BPK saat melaksanakan pemeriksaan terhadap BUMN. Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan BPK dibatasi hanya pada 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaannya harus dilandasi 

permintaan alat kelengkapan DPR RI yang mengurus BUMN. Ketentuan 

tersebut menyebabkan kewenangan BPK menjadi terbatas dan tidak 

sepenuhnya mencerminkan kedudukan BPK selaku lembaga pemeriksa 

keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri sebagaimana tertuang pada 

konstitusi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus 

pembatasan tersebut dengan memberikan kembali kewenangan kepada BPK 

untuk melaksanakan pemeriksaan atas BUMN selaras dengan pada peraturan 

perundang-undangan.  

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan 

adanya arah politik hukum yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan 

keuangan negara melalui penguatan kembali kewenangan BPK dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Dengan demikian, perubahan Pasal 

71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2025 mencerminkan upaya pembentuk undang-undang dalam 

memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mekanisme checks and 

balances pada pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 

Penelitian ini mempunyai kebaruan (novelty) yang berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila kajian-kajian sebelumnya hanya 

membahas kewenangan BPK secara umum dalam sistem pengawasan 
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keuangan negara, atau membahas pengaturan BUMN secara normatif tanpa 

mengkaitkannya pada perspektif politik hukum perubahan norma tertentu, 

maka penelitian ini secara spesifik menganalisis perubahan Pasal 71 Undang-

Undang BUMN dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai suatu fenomena politik hukum yang 

mencerminkan dinamika tarik-menarik antara logika korporasi dan logika 

keuangan negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan 

pendekatan politik hukum untuk mengungkap latar belakang, arah kebijakan, 

dan rasionalitas pembentuk undang-undang dalam dua momentum legislasi 

yang berlangsung dalam kurun waktu singkat namun menghasilkan pergeseran 

paradigma yang substansial terkait posisi BPK dalam pengawasan BUMN. 

 

B. Rekomendasi 

Perubahan Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan langkah 

yang lebih baik dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara 

terhadap BUMN. Penghapusan pembatasan kewenangan BPK menunjukkan 

adanya upaya untuk mengembalikan fungsi konstitusional BPK selaku entitas 

yang bebas serta mandiri saat menjalankan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu 

mempertahankan arah kebijakan hukum yang mendukung penguatan 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, 

diperlukan harmonisasi pengaturan antara rezim hukum BUMN dan rezim 

keuangan negara agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap kedudukan 

kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sistem pengawasan 

terhadap BUMN dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan 

prinsip negara hukum serta mekanisme checks and balances dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. 

Penelitian ini masih mempunyai beberapa kekurangan yang menjadi 

kelemahan dalam proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian normatif sehingga pembahasan hanya berfokus pada analisis 
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peraturan perundang-undangan, teori, serta konsep hukum tanpa disertai data 

empiris mengenai praktik pelaksanaan pemeriksaan BPK terhadap BUMN 

setelah perubahan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji tema serupa 

dengan menggunakan metode empiris agar diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai implementasi politik hukum perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2025. Dengan adanya penelitian empiris tersebut, diharapkan akan semakin 

terbuka ruang diskusi akademik maupun praktis terkait efektivitas perubahan 

regulasi tersebut terhadap penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan 

keuangan negara pada BUMN. 
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